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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum (LBH) 

dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 di Serasan 

Jaya Musi Banyuasin. Informan dalam penelitian ini yaitu 3 anggota LBH MUBA 

dan 5  masyarakat yang pernah berkaitan dengan LBH di Serasan Jaya dan 1 

advokat yang bukan anggota dari LBH, yang secara keseluruhan berjumlah 9 

orang yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dengan 

pertimbangan masyarakat yang pernah berkaitan dengan LBH MUBA. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, serta 

observasi. Berdasarkan hasil analisis data LBH MUBA telah berperan dengan 

baik dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat di Serasan Jaya 

Kabupaten MUBA, hal ini terbukti dari LBH MUBA memberikan pendampingan 

dalam kasus perdata itu di mulai dari upaya perdamaian, putusan tingkat pertama, 

putusan pengadilan tigkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan 

peninjauan kembali.  

Kata kunci:  Lembaga Bantuan Hukum, Bantuan Hukum, Serasan Jaya Musi 

Banyuasin. 
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ABSTRAC 

This study aims to determine the role of legal aid institutions (LBH) in providing 

legal aid based on Law no. 16 of 2011 at Serasan Jaya Musi Banyuasin. The 

informants in this study were 3 members of LBH MUBA and 5 people who had 

been associated with LBH in Serasan Jaya and 1 advocate who was not a member 

of LBH, which in total were collected 9 people who were obtained using 

purposive sampling technique with consideration of people who have been in 

contact with LBH MUBA . Data collection techniques used are documentation, 

interviews, and observation. Based on the results of data analysis, LBH MUBA 

has played a good role in providing legal assistance to the community in Serasan 

Jaya, MUBA Regency, this is evident from LBH MUBA providing assistance in 

civil cases starting from peace efforts, first-level decisions, appeal court decisions, 

decisions court of cassation, and redesign.  

Keywords: Legal Aid Institute, Legal Aid, Serasan Jaya Musi Banyuasin. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang 

memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi 

manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti 

dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa semua warga negara 

memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. 

Menurut Rhode (2004:3)  memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum 

yang dikenal dengan prinsip equality before the law maksud dari Prinsip equality 

before the law yaitu tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, 

melainkan dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan 

keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang 

bernama access to law and justice (akses terhadap hukum dan keadilan). 

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan access to law and justice, 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip 

dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dalam menangani setiap 

permasalahan dan agar memberikan bantuan hukum yang ada di masyarakat maka 

dibentuklah lembaga bantuan hukum atau yang disingkat LBH.  

Lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang didirikan untuk 

membantu masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum 

serta tanpa dipungut biaya dan juga lembaga ini memiliki program untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai lembaga bantuan hukum 

dan lembaga hukum itu sendiri.  

Masyarakat yang terkena perkara berhak mendapat bantuan hukum seperti 

yang ada pada Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 

setiap orang yang terkait dalam perkara berhak memperoleh bantuan hukum. 

Dalam lembaga hukum memiliki struktur seperti ketua dan anggota yang bertugas 

atau berkewajiban  membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum 

salah satunya adalah advokat (orang yang memberi jasa hukum, baik didalam 



 
 

 
 

maupun  di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-

Undang). Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan advokat berupa 

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili 

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum untuk melakukan 

kepentingan hukum lain klien Seperti dalam Pasal 39 Undang-undang No. 4 

Tahun 2004 menyebutkan bahwa seorang advokat wajib membantu penyelesaian 

perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.   

Pengertian secara umum advokat adalah orang yang mewakili kliennya 

untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk 

pembelaan atau penuntuttan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan. 

Menurut Ishaq(2008:71)  mengungkapkan permasalahan  hukum  di  Indonesia 

terjadi karena beberapa hal, antara lain diakibatkan oleh lemahnya sistem 

peradilannya, buruknya mentalitas aparatur hukum, kurangnya konsistensi dari 

penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk hukum yang kurang 

relevan dan kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman 

hukum masyarakat itu sendiri.  

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa 

ketidakpahaman masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidak 

tahuan mereka atas adanya bantuan hukum yang merupakan hak dari orang 

miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar. Dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.Dalam undang-undang 

tersebut dikatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

pemberi bantuan hukum tanpa memungut biaya atau secara cuma-cuma kepada 

penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok 

orang kurang mampu (miskin).  

Sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan 

layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara 

maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara juga tetap dapat 

menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. 

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peran lembaga 

bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum pemula yang pernah 

dilakukan oleh Fauzi dan Ningtyas tahun 2018 yang diakses pada tanggal 7 



 
 

 
 

januari 2019 dengan judul Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi 

Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin memberikan 

kesimpulan bahwa Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam 

tewujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin karena penerapan 

pemberian bantuan hukum dalam  praktik dimasyarakat masih menuai beberapa 

persoalan yang menghambat terwujudnya access to law and justice bagi rakyat 

miskin. Yakni, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja, kurangnya 

kesadaran hukum mengenai bantuan hukum, akses menuju peradilan yang bersifat 

formalitas, serta diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan 

hukum, danbelum adanya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan 

hukum. Persoalan-persoalan tersebut menjadikan penerapan bantuan hukum bagi 

rakyat miskin kurang optimal.  

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ramdan tahun 2014 yang di akses 11 

Januari 2019  dengan judul Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara untuk 

Memenuhi Hak Konstitusional Farkir Miskin memberikan kesimpulan bahwa 

terhadap pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi 

hak konstitusional fakir miskin adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi 

bantuan hukum melalui APBN. Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Bantuan Hukum mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan 

yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian 

dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan 

(welfare state).Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau 

penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka 

pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat 

dari kemiskinan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Pada kenyataannya tidak 

semua warga negara mempunyai kemampuan untuk menggunakan jasa advokat 

atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka dalam memperoleh 

keadilan. 

Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota masyarakat Indonesia 

masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kurangnya pengetahuan mereka akan 

hukum serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya hukum dan tingkat 

kesadaran hukum. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan untuk menjamin 



 
 

 
 

dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang terutama fakir 

miskin, dan Pemberian bantuan hukum adalah sebagai kewajiban negara untuk 

memenuhi hak konstitusional fakir miskin diperluas di dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya 

advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.Dikarenakan 

konstitusional bantuan hukum diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus 

mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. 

Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah usaha mewujudkan 

negara hukum yang berlandaskan pada prinsip prinsip demokrasi dan hak asasi 

manusia. Bantuan hukum untuk rakyat miskin dipandang sebagai suatu kewajiban 

dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki 

hak-hak yang sama dengan golongan masyarakat  lain. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti laksanakan di KelurahanSerasan 

Jaya, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa tanggapan dari masyarakat 

terhadap peran lembaga bantuan hukum, yakni ada masyarakat menjelaskan 

bahwa mereka sangat senang adanya keberadaan LBH(lembaga bantuan hukum), 

karena mereka mendapatkan jasa bantuan hukum seperti di dampingi pada saat 

proses hukum yang berjalan, dan mencari solusi bersama-sama untuk 

memecahkan masalah yang ada, serta yang membuat masyarakat sangat senang 

adalah mereka mendapatkan bantuan hukum ini secara cuma-cuma. Jadi dengan 

adanya LBH ini mereka dapat memahamai persoalan-persoalan dari kasus atau 

permasalahan yang mereka miliki beserta dengan akibat hukum itu sendiri. 

 Mereka sangat setuju dengan adanya LBH dikarenakan sangat membantu 

sekali, apalagi bagi masyarakat menegah kebawa, mereka memahami 

bahwasannya LBHadalah suatu lembaga yang didirikan untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu atau kalangan menenga kebawah, serta 

LBHbukan hanya membantu pada saat di pengadilan namun juga melayani 

masyarakat apabila ada yang ingin berkonsultasi mengenai persoalan hukum, 

melayani kepentingan masyarakat dibidang hukum.Sedangkan ada juga 

masyarakat yang kurang memahami tentang LBH, memahami disini maksudnya 

sebagian masyarakat menyadari adanya suatu LBHnamun mereka berpikir adanya 



 
 

 
 

LBHbukan diperuntukan untuk melayani masyarakat, memberikan informasi 

tentang bantuan hukum dengan mengeluarkan biaya sangat besar dan masyarakat 

beranggapan bahwa LBH hanya untuk mengurus perkara atau kasus yang berat, 

mereka juga tidak mengetahui bagaimana cara atau syarat yang diperlukan untuk 

meminta bantuan hukum. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak 

memahami sama sekali tentang LBH, pada saat peneliti membahas tentang LBH, 

bahwasannya LBHitu adalah sebuah lembaga yang didirikan untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu. 

Membantu masyarakat yang memiliki perkara perdata maupun pidana, selain 

membantu mereka juga bertugas mensosialisasikan tentang hukum serta hal-hal 

yang berkaitan dengan hukum, namun sebagian masyarakat tersebut  bingung dan 

menanyakan ke peneliti apa yang dimaksud LBHitu, kapan lembaga tersebut 

berdiri, LBHtersebut berfungsi dan tugasnya seperti apa. Ketika peneliti 

mengetahui bahwa masyarakat tidak memahami mengenai LBH. 

  Peneliti merasa  perlu sekali untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

melalui kerja sama dengan LBH, Kepala Kelurahan dan perangkat-perangkat 

lainnya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kelurahan 

tepatnya dirumah bapak Heriyanto (30 Tahun)  untuk mendapatkan informasi 

tentang data masyarakat. Diketahui bahwa terdapat  ±300  penduduk di 

Kelurahantersebut. 

 Oleh sebab itu, peneliti bermaksud mengambil penelitian dengan judul 

“Analisis  Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum 

Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 di  Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan 

Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin”. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “BagaimanaPeran Lembaga Bantuan Hukum dalam 

Memberikan Bantuan Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 di Kelurahan 

Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan 

Hukum Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 di Kelurahan Serasan Jaya, 

Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu : 

1.4.1 Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori-teori sebelumnya yang 

berhubungan dengan LBH. 

1.4.2 Secara Praktis 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat Kecamatan Sekayu 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Sekayu 

serta dapat dijadikan informasi mengenai pentingnya pemahaman tentang LBH. 

1.4.2.2 Bagi Lembaga Bantuan Hukum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pemahaman masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum, agar dapat digunakan 

sebagai bahan kajian untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang LBHuntuk  

kedepannya. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini mampu menambah  pengetahuan  dan  pemahaman  

bagi  peneliti, terutama mengenai LBH.  
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